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Penelitian berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban 
Perdagangan Anak”, dengan membahas permasalahan Ketentuan hukum manakah 
yang diterapkan terhadap anak korban perdagangan anak dan Bagaimana bentuk 
perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana 
perdagangan orang. Penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-
undangan/normatif dan pendekatan kasus, diperoleh suatu kesimpulan sebagai 
berikut: Ketentuan hukum diterapkan terhadap anak korban perdagangan anak 
adalah pasal 83 UU Perlindungan Anak dan Pasal 6 UU PTPPO. Ketentuan kedua 
peraturan perundang-undang tersebut sesuai dengan asas legalitas, bahwa 
seseorang dapat dipidana selama telah ada peraturan perundang-undangan yang 
mengaturnya. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut dapat digunakan 
sebagai dasar untuk menuntut pelaku tindak pidana perdagangan orang, yang 
penerapannya didasarkan atas prinsip atau asas lex spesialis derogat lex generalis 
bahwa aturan yang umum dalam ditiadakan oleh aturan khusus, sehingga yang 
digunakan sebagai dasar adalah UU PTPPO. Bentuk perlindungan hukum yang 
diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, berupa 
perlindungan hukum terhadap anak tidak diberikan secara preventif berupa 
pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana perdagangan anak. Pencegahan 
dilakukan dengan memberikan saksi pidana berat kepada pelaku agar jera dan 
tidak melakukan perbuatan yang sama, selain itu pihak lain tidak melakukan hal 
yang sama. Perlindungan hukum represif berupa penindakan terhadap pelaku 
melalui menyelesaikan permasalahan secara pidana dengan menerapkan asas 
concursus menjadikan perlindungan hukum secara represif berupa penindakan 
juga kurang memberikan perlindungan hukum terhadap anak selaku korban 
perdagangan orang. 
 
























Research entitled Legal Protection of Children as Victims of Child Trafficking ", 
by discussing the issues of legal provisions applied to children victims of child 
trafficking and what form of legal protection is given to children as victims of 
trafficking in persons. Research using the approach of legislation / normative and 
case approach, obtained a conclusion as follows: Legal provisions applied to 
children victims of child trafficking are Article 83 of the Child Protection Act and 
Article 6 of the PTPPO Law. The provisions of the two laws and regulations are 
in accordance with the principle of legality, that a person can be convicted as 
long as there are laws and regulations governing them. Both laws and regulations 
can be used as a basis for prosecuting perpetrators of trafficking in persons, 
whose application is based on the principle or principle of lex specialist derogat 
lex generalis that the general rules are abolished by special rules, so that the 
basis is the PTPPO Law. The form of legal protection given to children as victims 
of trafficking in persons, in the form of legal protection against children, is not 
given in a preventive manner in the form of prevention in order to prevent 
criminal acts of child trafficking. Prevention is done by giving a serious criminal 
witness to the perpetrator so that he is deterrent and does not commit the same 
act, other than that the other party does not do the same thing. Repressive legal 
protection in the form of repression of perpetrators through solving criminal 
problems by applying the principle of concursion makes repressive legal 
protection in the form of repression also lacks legal protection for children as 
victims of trafficking. 
 

























HALAMAN JUDUL  ……………………………………….……...... 
HALAMAN PERSETUJUAN  ............................................................ 
HALAMAN PENGESAHAN  ………………………………………. 
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI  ………………….. 
KATA PENGANTAR  ......................................................................... 
ABSTRAK  …………………………………………………………... 
ABSTRACT  ………………………………………………………… 
DAFTAR ISI  ....................................................................................... 
BAB I : PENDAHULUAN  ..………………………………..…… 
1.1. Permasalahan; Latar Belakang dan Rumusannya  …. 
1.2. Penjelasan Judul  ..……………………….……….... 
1.3. Alasan Pemilihan Judul …………………...….....… 
1.4. Tujuan Penulisan....................................................... 
1.5. Manfaat Penulisan..................................................... 
1.6. Metode Penelitian...................................................... 
1.6.1.  Tipe Penelitian  ................................................ 
1.6.2. Pendekatan Masalah  ........................................ 
1.6.3. Bahan Hukum  ................................................ 
1.6.4. Teknik Pengumpulan dan Pengelolahan Bahan 

























1.6.5. Analisis Bahan Hukum ………………............ 
1.7.  Pertanggungjawaban Sistematika ………….........…. 
BAB II :KETENTUAN HUKUM YANG DITERAPKAN 
TERHADAP ANAK KORBAN PERDAGANGAN 
ANAK  …………………………………………….…… 
1.1. Batas Usia Anak   ……………………………….…. 
1.2. Tindak Pidana Perdagangan Anak   ……………..… 
1.3. Kasus Tindak Pidana Perdagangan Anak   ……… 
BAB III: BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM YANG 
DIBERIKAN KEPADA ANAK SEBAGAI KORBAN 
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG ……...  
1.1. Hak-Hak Anak  ……………………….……………. 
1.2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban 
Perdagangan Anak ……………………..………….. 
1.3. Perbarengan Tindak Pidana Sebagai Bentuk 
Perlindungan Hukum …………………….…………. 
BAB IV :  PENUTUP  ……………………………………………….. 
4.1. Kesimpulan  ……………………………………….. 
4.2. Saran  ……………………………………………… 






























4.1.1. Ketentuan hukum diterapkan terhadap anak korban perdagangan anak 
adalah pasal 83 UU Perlindungan Anak dan Pasal 6 UU PTPPO. 
Ketentuan kedua peraturan perundang-undang tersebut sesuai dengan 
asas legalitas, bahwa seseorang dapat dipidana selama telah ada 
peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Kedua peraturan 
perundang-undangan tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk 
menuntut pelaku tindak pidana perdagangan orang, yang 
penerapannya didasarkan atas prinsip atau asas lex spesialis derogat 
lex generalis bahwa aturan yang umum dalam ditiadakan oleh aturan 
khusus, sehingga yang digunakan sebagai dasar adalah UU PTPPO. 
4.1.2. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai 
korban tindak pidana perdagangan orang, berupa perlindungan hukum 
terhadap anak tidak diberikan secara preventif berupa pencegahan 
agar tidak terjadi tindak pidana perdagangan anak. Pencegahan 
dilakukan dengan memberikan saksi pidana berat kepada pelaku agar 
jera dan tidak melakukan perbuatan yang sama, selain itu pihak lain 
tidak melakukan hal yang sama. Perlindungan hukum represif berupa 
penindakan terhadap pelaku melalui menyelesaikan permasalahan 
secara pidana dengan menerapkan asas concursus menjadikan 
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